WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

: bahwa menindaklanjuti Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Wali Kota

Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah
Kota Cirebon, dalam penerapannya perlu diatur Pedoman tentang
Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit

Teknologi Informasi dan Komunikasi.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan
dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge

Management);

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor 007a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Audit
Teknologi;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8
Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020
tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1573);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 54);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Cirebon Nomor 69);
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17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Cirebon Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota

Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 99);

20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota

Cirebon Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN AUDIT
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

Pasal 1
Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit

Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:

a. manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. manajemen keamanan informasi;
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manajemen data;
manajemen aset Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
manajemen sumber daya manusia;
manajemen pengetahuan;

manajemen perubahan;

=T

. manajemen layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
dan

e

audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2
Pedoman mengenai penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Januari 2022

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 6

. Sahnan sesuai dengan aslinya,
KEP \BAGIAN HUKUM

NP 19711228 199803 1 002



